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Description :

Pengangkatan Panglima TNI melalui proses politik di DPR melahirkan politisasi jabatan Panglima. Akibatnya, bisa sgja
seorang Panglima dilihat atau merasa mempunyai kedudukan yang sama atau lebih tinggi dari pada menteri-menteri
kabinet yang pengangkatannya tidak memerlukan persetujuan DPR. Meskipun demikian, proses pengangkatanPanglima
dengan melalui persetujuan dari DPR terlebih dahulu belum dapat membebaskan tentara dari politik, karena DPR
merupakan lembaga politik. Dalam UU yang mengatur lembaga ini, disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian
Panglima berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan organisas,
meskipun dapat dianalisa bahwa ini menunjuk pada kepentingan konsolidasi dan pengembangan organisasi kearah
efisiens dengan garis komando dan pertanggungjawaban yang jelas yang merupakan syarat organisasi militer secara
universal. Dalam ketatanegaraan yang lazim melakukan kekuasaan legidative adalah Parlemen atau DPR, sedangkan
kekuasaan eksekutif ada pada Presiden atau Kabinet yang dipimpin oleh seseorang Perdana Menteri dan kekuasaan
Y udikatif dipegang oleh badan-badan kehakiman. Pada negara-negara hukum modern, atau moderne rechstaat, ajaran
Trias Politika tidak mungkin dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena dalam negara-negara hukum
modern ini suatu badan kenegaraan atau satu organ, itu tidak hanya diserahi satu fungsi atau satu kekuasaan sgja.
Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut azas pemisahan kekuasaan, derngan tidak hanya menunjuk kepada
kerjasama antar DPR dan Pemerintah dalam tugas legidatif sgja. Juga dalam organ-organ negara yang ditentukan dalam
UUD 1945 tidak terbatas pada tigaa suatu saja melainkan lebih daripada itu sehingga timbul kemungkinan bahwa suatu
organ mempunyai fungsi lebih dari satu atau sebaliknya. Efek dari perubahan terhadap UUD NRI 1945 ternyata juga
berdampak pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI. Pembatasan kekuasaan Presiden selain
memindahkan kekuasaan membentuk undang- undang menjadi kekuasaan DPR (Pasal 20A) dan mengubah kekuasaan
Presiden menjadi kekuasaan bersama DPR. Pengangkatan Panglima TNI yang semula sematar mata merupakan
kekuasaan eksekutif, berubah menjadi kekuasaan bersama dengan DPR.
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